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INTISARI

Asuransi adalah salah satu lembaga keuangan non bank yang berfungsi sebagai
penghimpun dana masyarakat guna memberikan perlindungan resiko ketidakpastian
yang diakibatkan terjadinya musibah, kecelakaan, atau kerugian lainnya. Asuransi
memiliki beberapa produk yang ditawarkan antara lain asuransi jiwa, asuransi
property, asuransi kesehatan, dan yang terbaru asuransi unit link. Asuransi unit link
adalah produk asuransi yang mengandung unsur investasi, pemegang polis tidak hanya
mendapatkan perlindungan jiwa tetapi keuntungan investasi.dalam prakteknya nilain
investasi yang ditawarkan oleh agen atau perusahaan asuransi tidak sesuai dengan yang
dijanjikan di awal. Dalam penulisan ini penulis mengambil topik peran Otoritas Jasa
Keuangan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang polis dalam
keterbukaan informasi di investasi unit link.

Penulisan ini menggunakan metode normative mengandalkan study pustaka
secara dominan dan dilengkapi dengan interview kepada ahli untuk memberikan
kondisi kenyataan.sengketa asuransi

Dalam penelitian ini, penulis menemukan bahwa keterbukaan informasi belum
berjalan dengan baik karena agent asuransi yang tidak berintegritas. Penulis juga
menemukan bahwa peran BMALI sebagai badan penyelesaian sengketa yang cenderung
membela perusahaan asuransi.dari pada pemegang polis

Kata Kunci : Asuransi, Otoritas Jasa Keuangan, Unit Link, Keterbukaan
Informasi

** Student at the Undergraduate Program, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada (S1 2012).
t Lecture at the Faculty of law, Universitas Gadjah Mada.

X



The Role of the Financial Service Authority in Providing Legal Protection for Insurance Policy
Holder for Unit Link Investment Information Disclosure
AGUSTINUS ANDITO SUSANTO, Karina Dwi Nugrahati Putri, S.H., LL.M, M DevPrac (Adv)

Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

THE ROLE OF THE FINANCIAL SERVICE AUTHORITY IN PROVIDING
LEGAL PROTECTION FOR INSURANCE POLICY HOLDERs FOR UNIT
LINK INVESTMENT INFORMATION DISCLOSURE

AGUSTINUS ANDITO SUSANTO* AND KARINA DWI NUGRAHATI PUTRI™

ABSTRACT

Insurance is one of the non-bank financial institutions to provide risk protection
for uncertainty event, accidents, or other possibility of losses. Insurance has several
products such as life insurance, property insurance, health insurance, and the
investment insurance named unit link insurance. Unit link insurance is an insurance
product that contains investment policyholders will get life insurance and investment
benefits in one product. In practice the investment value offered by the insurance agent
or insurance company is not in accordance with what was promised. In this paper the
author takes the topic of the role of the Financial Services Authority in providing legal
protection toward policyholders for unit link investment information disclosure.

This paper uses normative methods relies dominantly in literature study,
complement with interview with the expert to know the real condition of dispute in
insurance industry.

In this legal research the author found that information disclosure is not
effectively work in because of there is no integrity from the insurance agent. The
author also found that BMAI as the dispute settlement body tent to support the
insurance company compare to the policy holder.
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